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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latz - Belakang

Sala satu prinsip tata pemerintahan yang baik (go~d governance) adalah
akurtabilitas, yang merupakan salah satu wujud komitmen organisasi
pen: +lenggara negara dalam mempertanggungjawat<an pengelolaan dan
pengz=ndalian sumber daya dalam pelaksanaan k-bijakan pada akhir
tahu ~. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabi’ tas dari pelaksanaan
tuga = dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembang nan Nasional/Badan
Peremcanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) atas

penggunaan anggaran negara.

Lapcran kinerja merupakan gambaran utuh dari prncapaian target dan
sasz-an yang telah ditetapkan. Dari laporan kinerje dapat dinilai apakah
suat: Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi kir erjanya baik atau
burux. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalzh pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)
sece-2 memadai hasil analisis terhadap pengukuran k nerja

Kem-nterian PPN/Bappenas mempunyai kewajiba1 untuk menyusun
Lapcran Kinerja setiap tahun atas pelaksanaan tigas dan fungsinya.
Penyasunan Laporan Kinerja dilengkapi dengan Per anian Kinerja sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur -cgara dan Reformasi
Birowrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kine—ja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan
Lem=aga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat
Kementerian /Lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerjz yang ditandatangani
dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala
Bapwenas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Bircsrasi.

Lapcran Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mencak.p tiga hal, yaitu:

a. capaian kinerja selama setahun;
b. sasaran dan target yang akan dicapai; dan
c. perjanjian Kerja Pejabat Eselon I dan II.

Penyusunan Laporan Kinerja memerlukan koherensi dan akurasi data dan
informasi mengenai hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit
Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit
Kerja terhadap sasaran dan target yang telah dicapai.

Beberapa hal yang menyebabkan nilai Laporan Kinerja Kementerian
PPN /Bappenas masih belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

a. IKU tidak SMART,;
b. IKU tidak mencerminkan kinerja konkrit; dan



1.2

1.3,

1.4

c. IKU sulit untuk diukur (perlu penajaman kamus).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN /Bapper as
memandang perlu unt. < membuat Pedoman Penyusunan Laporan Kineja
yang dapat mendorong ~<eberhasilan dalam menyusun Laporan Kinerja.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya p-doman ini adalah sebagai arah bagi Satuan Kera,
dan unit kerja Eselon ! I di Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusn
Perjanjian Kinerja dan .aporan Kinerja.

Pedoman ini bertujuar untuk memberikan acuan bagi Satuan Kerja can
unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun
Perjanjian Kinerja dan _aporan Kinerja sebagai:

1. akuntabilitas dan t:ansparansi pencapaian kinerja yang terukur ates
kinerja yang telah d.;apai.

2. arah dan strategi kebijakan dalam upaya peningkatan kiner a
berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoma- ini meliputi:

1. tata cara penyusunzs: ~erjanjian Kinerja; dan
2. tata cara penyusunzo Laporan Kinerja

Prinsip-Prinsip Laporar Kinerja

Penyusunan Laporan Xinerja harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan
pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyekif,
akurat dan transparan dengan memperhatikan:

1. Prinsip pertanggungawaban

Hal-hal yang diaporkan harus proporsional dengan lingkup
kewenangan dan -anggung jawab masing-masing dan memuat baik
mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

2. Prinsip prioritas

Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang
diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip manfaat

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan
laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian
kinerja. Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri
laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan
diandalkan, mudah dimengerti, jelas dan cermat), dalam bentuk yang



menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian),
berdaya banding tinggi (reliable), brrdaya uji (verifiable), lengkap,
netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud deng .n:

I

Sistem Akuntabilitas Instansi Peme: ntah yang selanjutnya disebut
SAKIP adalah rangkaian sistematik cari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuin penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklafisikasiar pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemcrintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau
akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

Keluaran (output) adalah segala sesual yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-k=giatan dalam satu program.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya kelauran dari kegiatan-} -giatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dan prograz: vang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau
unit kerja pada Satuan Kerja Perangka: Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada s=uaatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebaai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (outputf) dalan bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijaken kementerian negara/lembaga
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan utuk mencapai hasl yang terukur sesuai dengan misi
kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari
suatu program yang merupaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari
suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja

Program.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Indikator Kinerja Utama =dalah ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan me-upakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan
Kegiatan sebagai penjaba-an tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja yang se:anjutnya disingkat Laporan Kinerja adalah
ikhtisar yang menjelas..an secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang ‘isusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Angga: :n Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBN/APBD).

Laporan Kinerja Elektron x, yang selanjutnya disebut e-Lapkin, adalah
Sistem Pemantauan Kin=rja di Lingkungan KPU berbasis teknologi
informasi;

Perjanjian Kinerja, yeng selanjutnya disingkat PK, adalah
lembar/dokumen yang Lcrisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan Program Kegiatan yang disertai dengan Indikator
Kinerja.

Sasaran atau target adal«n hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja ac:iah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk memp=riznggungjawabkan keberhasilan /kegagalan
pelaksanaan Program dar Kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan c¢alam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran, target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



2.1

2.2.

BAB II
PE {YUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Pengertian

Perjanjian Kine: 2 (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan p-nugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah ur uk melaksanakan program/kegiatan yang disert-: dengan
indikator kinerjz.

Perjanjian kiner a merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan
yang akan dicanai dan komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tuzas, fungsi dan wewenang serta sumber d-va yang
tersedia. Pihak--ihak yang terlibat di dalam perjanjian kinerja meliputi:
Menteri kepada >residen, pejabat Eselon I kepada Menteri, Pejat-at Eselon
Il kepada pejabe  Eselon I, serta Satuan Kerja (Satker) kepada Meteri dan
Satuan Kerja (Sztker) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasikan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outco=e€) yang
seharusnya ter-ujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnye Dengan
demikian, targe: kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga :ez wujud
kinerja yang berxesinambungan setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pember: amanah

untuk menimngkatkan integritas, akuntabilitas, transparaasi, dan
kinerja Apar atur;

2. menciptakar tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluas kinerja
aparatur,

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah; dan

5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
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2.4.

2.5,

Penvusunan Perjanjian Kinerja

Pe—anjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, terc ri atas:

1

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappen«s. ditandatangani oleh
Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon I, ditandatangani oleh
Eselon I dan disetujui oleh Menteri PPN/Kepala 3appenas;

Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja (Eselon ', ditandatangani oleh
Eselon II dan disetujui Eselon I atasannya; dan

Pimpinan Satuan Kerja, ditandatangani oleh rimpinan satuan kerja
dan pimpinan unit kerja.

Ke-entuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pe:janjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebag=i berikut:

1.

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA);

penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana d-maksud pada huruf a
diiakukan paling lambat 30 (tiga puluh) =nan kalender setelah
disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggara:: {DIPA);

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappe: as, Perjanjian Kinerja
Eselon I dan Eselon II di Kementerian PPN/Eappenas disampaikan
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional,

penyampaian Perjanjian Kinerja sebagaimana cimaksud pada huruf ¢
disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softccoy paling lambat akhir
bulan Januari tahun berjalan;

dokumen hardcopy Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada
huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana
sebagai arsip dan disampaikan kepada Sekretaris Utama Bappenas
jika diperlukan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator

L,

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di
dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
ukuran Kkeberhasilan yang menggambarkan kinerja utama
Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas fungsi serta mandat
(core business) yang diemban;
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2.7,

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil
diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan
kriteria indikator kinerja yang baik diperolel dari Indikator Kinerja
Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappeias dan disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bar penas.

Format Perjanjian Kinerja

Fcrmat Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan
Pejanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga
direrhatikan muatan yang disajikan dalam perjanji«n kinerja tersebut.

1.

Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdir® atas:

a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun
tertentu; dan

5. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak : ang bersepakat.

_Lampiran Perjanjian Kinerja

_ampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian vang tidak terpisahkan

iengan dokumen perjanjian kinerja. Informasi vang disajikan dalam

_ampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan “ingkatannya.

. Perianjian  Kinerja antara pimpinan ur:it organisasi yang

sertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya <an pimpinan satuan
cerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.

AL

. Bagi Satuan Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang dalam mencapai

xinerjanya mendukung tugas perecepatan, harus memberikan
<eterangan (penjelasan) yang cukup mengena: proporsi dana yang
dialokasi untuk kegiatan tersebut.

. Tormat Perjanjian Kinerja dan Lampirar Perjanjian Kinerja

sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian yang
sidak terpisahkan dengan Pedoman ini.

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi
kondisi sebagai berikut:

1.
2,

terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;

perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
dan/atau

perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
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3.2

BAB III
PENGUKURAN KINERJA

Prngertian

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan mznajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabil:'as dengan melakukan
k arifikasi output dan outcome yang akan dan sef.arusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akunte del.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang c¢.harapkan. Pengukuran

k nerja ini dilakukan secara berkala yang mencak: p:

1 kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pen apaian target (rencana
tingkat capaian) dari masing-masing kelon:.pok indikator kinerja
kegiatan; dan

2. tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat -apaian) dari masing-
masing indikator sasaran yang telah dietapkan sebagaimana
dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pergukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil
-ngukuran kinerja kegiatan. Penyajian pencapa:an kinerja hendaknya
disusun berdasarkan urutan program dan xegiatan sebagaimana
dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstraj dan Rencana Kerja
(Kenja).

Bridging dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 menuju Rancangan IKU
2020-2024

Pada Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan
penyempurnaan manajemen kinerja internal asar dapat memberikan
pelayanan di bidang perencanaan secara optimal melalui penyempurnaan
Ir.dikator Kinerja Utama (IKU) lembaga. Penyempurnaan tersebut
diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan
sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan
memastikan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-Proyek Prioritas-
Kegiatan Prioritas (PN-PP-KP) dan bidang yang dijalankan oleh
Kementerian/Lembaga/Daerah.

Penyempurnaan ini didasari atas kondisi bahwa:

a. IKU belum  mencerminkan  kinerja  konkrit = Kementerian
PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang dihasilkan belum/tidak
dapat dijelaskan kinerja capaiannya,

b. kinerja sulit untuk diukur; dan

c. belum adanya cascading indikator kinerja organisasi ke indikator

kinerja individu.
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Mengingat IKU tahun 2019 masih merggunakan IKU Tahun 2015-2019,
namun secara substansi pengukuran kinerjanya telah diarahkan atau
dilakukan penajaman terhadap ranczngan IKU periode 2020 - 2024.
Adapun pemetaan IKU tahun 2019 menuju rancangan IKU Tahun 2020-
2024 dapat dilhat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis
(sS)

Terwu;udnya i1
perencanaan dan ! i

pembangunan nasional | i

i yang berkualitas

(terintegrasi, sinkron,

| dansinergis)

2 |

Tabel 1
Pemetaan IKU Menteri Tahun 2019 menuju IKU 2020-2024

Sasaran Program

! Terwujudnya perencanaan
pembangunan nasional yang
! berkualitas

TerWUJudnya evalu35| dan
i pengendalianpelaksanaan

Indikator KinerjaUtama {IKU)

14 ndeks Perencanaan Pembangunan Nasmnal
1

a. Integrasi (K/L, Sumber Pendanaan) I

!

b. Sinkronisasi (Perencanaandan Penganggaran)

c.Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)

i 1.2 a. Rekomendass penyelesaxanNatsonaI Concern

| rencanapembangunan

| nasional yang efektif

L 31

PSR B

Tersed|amﬁ pelaya nan dan

! dukungan proses PPNyg baik |
| danbersih

4 | Tersedlanva pelayanan dan |

i 2.1 " Kirerja Pembangunan Nasional

| 3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

yang akan dijalankan olehKL dan stakeholders
pembangunan g

& Kebijakan (Prograleeglatan) Inoves; Pembangmen
v zng akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders é
.e'ﬂbangunan

3. Kinerja Pembangunan Pusat. :

b. Kinerja PembangunanDaerah.

a. Indeks kepuasanlayanan peningkatan
kapasitas SDM perencana
"b. Indeks kepuasanPemangku Kepentingan/
Stakeholder terhadap proses penyusunan
RKP 1

e

3.2 Persentase Integrasi Sistem Perencanaan dan
Penganggaran:
+  KRISNA (Planning, Budgeting, Monev,
Sepakat, Simlaras) !
«  Satu Data Nasional

dukungan proses PPNyg

baikdan bersih
» Terlaksananya

pengawasan akuntabilitas }
pelaksanaantugasdan
fungsi Kem.PPN/Bappenas

Indeks Slstem Merit di Ke menterian

4 1 PPN/Bappenas
' 4 5 ; Nilai Kinerja Anggaran
NP, St ooy B
43 | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
S ... ........... i S }
i |
4.4 | Opini BPK atas Laporan Keuangan i
E




Berdasarkan pemetaan sasaran strategis dan program eksisting ke
rancangan IKU tahun 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada gambar
berikut.

Gambar 1

Pemetaan IKU Eksisting menuju IKU 2020-2024 (lebih rinci)

IKU Eksisting Tahun 2019 1% Rancangan IKU 2020-2024
Sasaran Sasaren Indikator | Tar | | i e
L e 1 1KU UKE 11l Tt |
Strategis | Program KinerjaUtzma | get | Sasaran Strategis | 5 e
- ! ! 1 S . Sasaran Program Indikator Kinerja Utama [IKU}
Perencanaa | Lk t) | 100% | P 5 e o0 AKP O 0N gl | (55)
" Pembangwan keselarasan TR T — | s s g - T
Pembangun | Nasiond yang B % keselarasan mustan Rerja /L derganRir o judny i 1 i enaraan® | 11 | indels
p Berkualias, b a5 keselarasan muatan RKAK/L derganfik? Z Erencataan dan i ¥ -
anMasonal b g gan nasional dergan e e A e ! - - IT grasi (K1 J
Vang Kredibel rencana kega % keselarzsan muatan RKPO Provinsi dengan® hussDep | BO% | pembanguren nasioral ;
Berkualitas, Kementerin/ Regional/ it PWK] i “yangberkudas | ;"| :hsnhunlndfl’uunmndianmganﬂJ
Sinergs, Lembaga/Daerah i lterintegrasi sickron, |, | =t
dan | , e 1 - dansinepiy) ] i [T Sinery (Perercanamn Pust dan Daeeah] }
Kredibe! z ganPerpres | 1 e kP Tahy —ry | 1pok .- L i
RKP 2013 | Dok i | i —
| | men 4 E 1.2 | 2. Rekomendasi penyelesaizn National Concern
il eoeee i = : ¢ : yangakan diatarkan olehKL dan stakeholders
T Prosence ] | 100K | Prosentsse (K] rekomentss pEMBntaumn, se-ses dan T f60% E'i 5 pembanguran
| pemantauan KA - . - i o Gt St ekt
| evaluasi, dan i . yamg sk Fslenion e K1 don
| pengendalian e B\ i i
| rencana |2 | Terwvjudnyaewabuasidan | | [TT | KnerjaPembargunan Rasenal |
pembanguron f | pengendalianpelksanaan
rnasionalyarg ¢ L renc &, Kinerja Pembangunan Pual
.. .t | dtindaanjst KA | nasiondlyargefeks!
Mansgmen | Temedang | 4. | Tnglathuaitstw | Sk | SeorRBKA A b e e b Kinerja Penbanguean Daeh.
h s S e o ey
Tata Kelola "'W""‘:"‘ : kelola Tinghat kepuasan peayaranintzmal dan pesmsman publd T et | 3 | Tersediano pelaarondan (1.1 | indeks Kepussan Pengguna Layaran
Pemerintah DF“]“‘, it i - — = | dukungan proses PNy balk 3 Indeks kepuzsanlayanan peninglatan
anKemen, Skor evaluasi AP L ! danbensh kapasias SOM perencana
PPN/ i b, indeks kepuasanPemangkuKepentingan/
2 i BPK L e
Bappens | e Py Stakeholdes terhadap proses peryusuren
Rk | e % penyelesianrumissn Peralursn Perundi-s ss  100% P
Pag o BanBextk; | Perencanaan pemtengunannasional ] i i S S—
dan Bersih B istiondaa) conbon oo R o bl [ 1 3.1 | Persentase integrasi Setem Pecencanaan dan
Tersedian@ | % tingkat ketersediaan sarand dan prasrer e oo @i | 100% i | | Penganggaran:
Sarpras dengan tungsi Kementenan PPN/Bapperas 1 *  KRISNA[Planning Budpeting Money,
Aparatur Pelks i Sepakat, Simlaras)
TusiKemen | Lo * SatuData Nasional
PPN/Bappenas L s s o _stmadocuibin s ey :
—_—— — | 4 |+ Tersediany petnaran dan Indeks SistemMerk diKementerian
Teralzananya agram hara Pergan 100% i fl | dukungan proses PPHyg I A1 | pon/Bapperss
Resgisti . ererierbnfE—— e | b baikdan bersih i
e el = | M i 1 | Ml resaAnggaan
Pelaksaraan ndasi Has Pemeriksanaan dan Pengades sasasit | 100% \l i !
Tugasdan merittsiemjribhtintior ] i Hilai Kine ——
Fungs! Kemen Tingkat Kapobifias Aparat Pengawasan et PN | Level 3 =
PPN/ B2ppena [Bappenas | I =
Tingkat Persensi Stakeholess Inspektorat Ut s Pemizean | Balk 4 | Opini BPK atas Laporan Kewargan
Nilai Tamtoh dalam Percapaian TujianKemss *S8appena !
Dari pemetaan tersebut dapat dijabarkan bridging dari IKU 2019 ke

rancangan IKU 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1.

Indikator kinerja Mente-i PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu
Prosentase (%) keselarzsan rencana pembangunan nasional dengan
rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah yang diterjemahkan
dalam 4 indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi Indeks
Perencanaan Pembangunan Nasional dan diukur melalui 3 (tiga)
penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk
mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi)
perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian
sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari
indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui
tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional dan
pengendalian pelaksanaannya.
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IKU 1.1 merupakan IKU yang dirancang untuk menunjukkan ukuran
terhadap kin-rja Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat inisiatif
strategis/prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan
percepatan pe aksanaan rencana pembangunan.

Indeks ini atan berimplikasi pada menguatnya peran Ker 2nterian
PPN /Bappena s, melalui:

a. pengukuran kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
nasional (nap PN);

b. pengukuran kualitas perencanaan K/L dan Daerah dengan
kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang;

c. penyusunan indeks yang akan menjadi bagian dari penilaian
Indeks Re.ormasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementer:an PAN
dan RB.

d. penyusunan cascading IKU sebagai alat ukur kinerja indiv:du/tiap
pegawai K-menterian PPN/Bappenas.

Untuk mengu<ur integrasi dan sinkronisasi, dilakukan pemetsan dari
PN ke PP, kerrudian ke KP, Pro-PN dan Renja dan RKA K/L. Sedangkan
sinergitas danat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD.
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2
Mekanisme Pengukuran Keselarasan:
Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas

Kementerian;,Lembaga

Integrasi Sinxronisasi

Sinergi

| PRIORITAS
NASIONAL

v

; 5
O Output?

E 0 Komponen?
'

'

i

+ Sub Komponen?

Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi, dan
Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam
Perencanaan dan Pengedalian sebagaimana terlampir pada gambar
berikut.
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Gambar 2

Mekanisme Penghitungan Keselarasa Integrasi dan Sinkronisasi

RKP

RPIMIN { | [(Renia kst ][ reA /L]

B R Caene { W l
RPIMIN T Prioritas N

Nawacita/ Naslonal/ GEam ';flgo':‘t:;‘ p':_[::’,‘:; Renja K/L RICA K/L
Bidang Bidang i — e
e T - = | rwean | TmERL
Eene G BT
SR Gl Ee
i o | B

Dengan adanya bridging IKU 2019 =e rancangan IKU 2020-2024,

proses cascading dan mekanisme keJa Unit Kerja di Kementerian

PPN /Bappenas
Cascading dan mekanisme
pengendalian yang melibatkan koordinasi

tersebuz

pun berubah menggunakan koridor
meliputi

PN/PP/KP.
perencanaan dan

dan peranan tiap

Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yang dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2

Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP. KP/Bidang dalam Perencanaan

Penanggung
Jawab
PJ PN

dan Pengendalian

Perencanaan
RKP 2020

1. Merumuskan sasaran,

indikator dan target PN

Menentukan PP

3. Menentukan KP bersama

dengan penanggung jawab
PP

- 4. Mengendalikan penanggung
jawab PP di dalam
melaksanakan proses
integrasi dan sinkronisasi di
level PP

I

12

Pengendalian
RKP 2019
1. Mengukur realisasi
sasaran/target PN masing-
masing
2. Menyusun laporan kinerja

PN dengan:

a. Menganalisa realisasi PN
berdasarkan laporan
realisasi PP (penjelasan
tentang realisasi PN)

b. Membandingkan capaian
realisasi dengan capaian



| Penanggung

Perencanaan
REKP 2020

Pengendalian
RKP 2019

Jawab.

PJ PP

PJ KP

. Menghitung indeks

perencanaan PN masing-
masing yang berasal dari
penanggung jawab PP
(integrasi, sinkronisasi)

. Merumuskan sasaran,

indikator dan target PP
bersama penanggung jawab
PN

. Menentukan KP bersama

penanggung jawab PN

. Mengendalikan penanggung

jawab KP di dalam
melaksanakan proses
integrasi dan sinkronisasi di
level KP

. Menghitung indeks

perencanaan PP masing-
masing yang berasal dari
penanggung jawab KP
(integrasi, sinkronisasi)

. Melaporkan hasil

perhitungan indeks
perencanaan PP kepada
penanggung jawab PN

. Menjalankan sasaran,

indikator dan target KP

. Mengendalikan pelaksanaan

KP di dalam proses integrasi
dan sinkronisasi

. Menghitung indeks

perencanaan KP masing-
masing (integrasi,
sinkronisasi)

. Melaporkan hasil

perhitungan indeks
perencanaan KP kepada
penanggung jawab PP

tahun s=belumnya
c. Memba: dingkan capaian
realisas dengan sasaran
target K."JMN 2020 -
2024
Mengukur : calisasi
sasaran/ta: zet PP masing-
masing

. Menyusun i=poran kinerja PP

dengan:

a. Menganalisa realisasi PP
berdase kan laporan
realisas KP (penjelasan
tentang realisasi PP)

b. Membardingkan capaian
realisas. dengan capaian
tahun s-belumnya

c. Membardingkan capaian
realisas® dengan sasaran
target K>JMN 2020 -
2024

2. Menyampz:kan laporan

kinerja PP xepada
penanggur=z iawab PN

Menyusun iaporan kinerja
KP dengan.

a. Menganalisa realisasi KP
(penjelasan tentang
realisasi KP)

b. Membardingkan capaian
realisas: dengan capaian
tahun sebelumnya

c. Memba..dingkan capaian
realisasi dengan sasaran |
target RPJMN 2020 ~
2024

2. Menyampaikan laporan

kinerja KP kepada PJ PP

Indikator kinerja ke-2, rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan

lagi, dan akan menjadi output di tingkat unit kerja.

Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang
ditindaklanjuti K/L diubah menjadi kinerja pembangunan nasional

13



3.3.

yang dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator
ini akan memberikan hzsil evaluasi atas pencapaian Kementerian
PPN/Bappenas dalam msngawal pelaksanaan kinerja RKP 2018/
tahun berjalan (T) dengan proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi
melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, kunjungan
lapangan, bilateral meeting, dan pengisian aplikasi e-Monev sebagai
amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Melalui kegiatan terse»ut, Kementerian PPN/Bappenas akan
melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian
sasaran/indikator/target vang telah ditetapkan dalam RKP tahun
berjalan. Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan
pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh
kepada K/L pelaksana lai:. menggunakan Koridor PN.

4, Tingkat kualitas tat= kelola  pemerintahan Kementerian
PPN/Bappenas akan diubah ke dalam 2 kelompok sasaran program
dan diterjemahkan menjaci 6 IKU (3.1-3.2; 4.1-4.4) dan dimaksudkan
dalam pencapaian layanan dukungan kepada K/L/D yang
berkualitas, serta layanar. dukungan internal dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya yang berk.alitas. Sebagian besar rancangan IKU ini
berfokus pada indeks dea nilai kinerja yang akan dievaluasi oleh
Kementerian keuangan (Miiai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB
(Nilai Kinerja RB) dan BPK :Toini BPK).

Kamus Indikator Kinerja Utama

Dengan adanya bridging IKU 2019 ke dalam rancangan IKU 2020-2024,
maka terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan,
pengukuran serta pendekatan yang menggunakan koridor PN/PP/KP.
Berikut adalah kamus indikator meliputi formula dan definisi operasional
dalam pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2019 yang secara
substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

1. Capaian Indeks Perencanaan RKP 2020

Capaian ini akan dihitung menggunakan Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran stategis
“Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional
yang berkualitas”. Dalam perhitungan capaian ini menggunakan
pengukuran dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang
diukur dari 3 (tiga) hal yaitu:

a. Integrasi;
b. Sinkronisasi; dan
c. Sinergitas.
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Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2019

Perhitungan capaian kinerja pelaksanaan RKP 2019 ini juga
dilakukan dengan pendekatan analisa indikator “Prosentase (%)
rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana
pembangur.an nasional yang ditindaklanjuti K/L”. Kamus I[ndikator
(Formula can definisi Operasional) dapat dilihat pada Lampiran 2
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020

Capaian indikator ini diukur dari tersusunnya dokumen per=ncanaan
pemerintah jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah/REP) Tahun
2020 yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara meryeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan
dalam bertuk kerangka regulasi dan pendanaan yang Dbersifat
indikatif dan dijadikan acuan/pedoman bagi penyusunan Anggaran
Pendapatar:. dan Belanja Negara (APBN).

Tingkat Xualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian
PPN /Bappenas

Capaian indikator ini berasal dari 3 (tiga) indikator yang
dilaksanakzn, yaitu:

a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi;

b. Opini atas Laporan Keuangan; dan

c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN /Bappenas.

Ketiga ukuran tersebut merupakan ukuran yang dinilai oieh pihak
eksternal dan berlaku secara nasional, ukuran a dan c dinilai oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

BAB 1V
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Pengertian Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpent:ng yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah penguxuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Tujuan Laporan Kinerja

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah:

1. memberikan informasi kinerja yvang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian PPN/
Bappenas.

Persyaratan Penyusunan Laporan kinerja

Agar Laporan Kinerja dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1. berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum
penyelenggaraan negara.
komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.

4. berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh.

5. jujur, obyektif, transparan, dan akurat.

6. menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

a. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan
PK yang ditandatangani paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir;

b. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian
PPN /Bappenas;

Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf
b disampaikan dalam bentuk hardcopy dan seftcopy paling lambat
akhir bulan Februari tahun berjalan.

2. Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas

a

Penyusunan Laporan Kinerja UKE I Kementzrian PPN/Bappenas
dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluk lima) hari kalender
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir

Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas disampaikan
kepada Sesmen PPN/Settama Bappenas melalii Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paling lambat
minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk
softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy.

Dokumen hardcopy Laporan Kinerja sebagair:ana dimaksud pada
huruf b disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen
PPN/Settama Bappenas jika diperlukan.

3. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas

a.

Penyusunan Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas
dilaksanakan paling lambat 45 (empat pulub lima) hari kalender
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir

Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan
kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas melalui Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paling lambat
minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.

Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan
dalam bentuk hardcopy, dan softcopy hasil pemindaian dokumen
hardcopy kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas setelah
dilakukan kompilasi oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tatalaksana.

Dokumen hardcopy Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen
PPN/Sestama Bappenas jika diperlukan.
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4.5.

Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

1.

10.

11

12.

Sekretaris Kement=rian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan nota
dinas kepada Pejabat Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon 1I
untuk menyusun Laporan Kinerja.

Pejabat Unit Kerja Eselon I menugaskan Pejabat Unit Kerja Eselor. 1I
yang ditunjuk setagai PIC untuk menyusun Laporan Kinerja Unit
Kerja Eselon I. Pejabat Unit Kerja Eselon Il menyusun Laporan Kinerja
Unit Kerja Eselon .

Pejabat Unit Kera Eselon 1 dan Pejabat Unit Kerja Eselon 1I
menyampaikan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja
Eselon II kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas
dengan tembusan kepada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata
Laksana.

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menugaskan Kepala
Biro Perencanaan. Organisasi, dan Tata Laksana untuk menyusun
Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyusun
Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada
Sekretaris Kementerian PPN/ Sestama Bappenas.

Sekretaris Kemerterian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan
Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Inspektur
Utama.

Inspektur Utama melakukan reviu atas Laporan Kinerja Kementer:an
PPN/Bappenas, dan hasil reviu disampaikan kepada Sekretaris
Kementerian PPN/ Sestama Bappenas.

Sekretaris Kementzrian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan hasil
reviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Kepala Eiro
Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan
perbaikan dan finalisasi laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas
sesuai dengan hasil reviu dari Inspektorat.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN /Bappenas yang
telah difinalisasi kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama

Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan
Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri untuk

ditandatangani.
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4.6.

Indikator Kinerja Utama

13. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan
Laporan Kinerja  Kementerian PPN/Bappenas yang telah
ditandantangani Menteri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
digambarkan berupa alur sebagaimana tercantum dalam La_mpiran 4 yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pedoman :ni.

Pengumpu:an Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan
dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan
indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data,
penanggun~g jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Tabel 3.
Sumber data utama dalam penulisan Laporan Kinerja 2019

Sumber Data Utama

Perhitungan; nguur keselrasan a. PPN 2005-2025
Rancangan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN b. Rancangan RP_-MN 2020-2024
2005-2025

2 Perhitunga_r;_ / ﬁéﬁg,lkuféh keselarasan a. Rancangan RPCMN 2020-2024
Rancangan kenstra 2020-2024 dengan b. Rancangan Rernstra 2020-2024
Rancangan RPJMN 2020-2024

3  Perhitungan, pengukuran keselarasan RKP a. RPJMN 2015-2919
2019-RPJMN 2015-2019 b. RKP 2019

4  Perhitungan, pengukuran (integrasi) a. RKP 2019
keselarasan RKP 2019-Renja 2019 b. Krisna (RKP update dan Renja

K/L)

c. Lampiran C Surat Bersama
Menkeu-Mente-ian PPN/Kepala
Bappenas

5  Perhitungan, pengukuran (sinkronisasi) a. RKP 2019
keselarasan RKP-RKA K/L 2019 b. Satu DJA (RKA KL)

6 Perhitungan/pengukuran hasil pengendalian a. RKP 2018
pelaksanaan RKP 2019: capaian sasaran b. PEPP Hasil Pemantauan dan
PN/PP/KP maupun bidang Evaluasi tiap Unit Kerja

4.7. Unsur-unsur Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam melakukan analisis penjabaran pencapaian kinerja pada Laporan
Kinerja perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:
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1. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian
kinerja.

2. Keakuratan, yaitu penyajian Laporan Kinerja bebas dari kesalahan
perhitungan.

3. Konsistensi, yaitu menyajikan informas:-informasi yang konsisten
antara bagian satu dengan bagian lainnya.

4. Verifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam LK dapat
diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung.

5. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap,
padat, dan ringkas.

6. Bahasa, susunan kalimat serta struktur vang mudah dimengerti.

Tepat waktu, yaitu Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu

sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambil keputusan.

N

4.8. Format dan Isi Laporan Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan uraian kinerja pencapaian sasaran dan
tujuan Kementerian PPN/Bappenas, Unit Kerja Eselon 1 dan II. Agar
laporan kinerja dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-
pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa
mengabaikan keunikan masing-masing unit kerja. Dengan demikian
perlu adanya format penyusunan Laporan Kinerja yang dapat
menggambarkan hasil kinerja suatu organisas: atau unit kerja.

Format penyusunan Laporan Kinerja amat penting untuk mengurangi
perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam Laporan Kinerja,
sehingga mudah membandingkan target dan pencapian atau untuk
melakukan evaluasi. Ketentuan dan format penyusunan Laporan Kinerja
Tahun 2019 minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 atau
mengikuti Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Pedoman ini.
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BAB V
PENUTUP

Ped man Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan

sumber daya, kebijakan dan program di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja ini agar dijadikan acuan, strategic control
system sekaligus management control system yang akan menjadi instrument

pertanggungjawaban kepada publik.

Diharapkan dengan adanya pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini, yang
disusun oleh masing-masing Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas menjadi
sama dan seragam baik susunan maupun formainya, serta akan lebih baik

kinerjanya di masa yang akan datang.
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LAMPIRAN I

PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN
KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA



Format 1

Kementerian PPN/
Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAEUN 20XX

: Dalam rangka mewujudkan manajemer pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama R A S S e R S S A
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
_ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
. ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tzarget kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Jakarta. ... 20XX
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

—~
~—




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran Srategis K/L:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Program Anggaran
1. Program Utama Prrencanaan pembangunan Rp. .....................

2. Program Dukungan Manajemen Kementerian Rp. .....................
PPN/Bappenas

Jakarta, ... 20XX
Menteri PPN/Kepala Bappenas,




Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi dengan sasaran strategis Kementerian PPN /Bappenas atau |
kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutan

Kolom 3 diisi dengan :ndikator kinerja utama dan indikator lain dari a
Kementerian PPN /Bappenas yang relevan dengan sasaran
program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 diisi dengan *arget kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas

Program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra

Anggaran tuliskan jum’'ah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
program Kementerian PPN /Bappenas sesuai dengan anggaran
yang telah diretapkan

Tanggal tuliskan tangzal PK ditetapkan

Nama tuliskan nama Menteri PPN/Bappenas yang menandatangani




Format 2

Kementerian PPN/
Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efextif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanganr di
bawabh ini:

Nama a5 SRR AR T A S
Jabatan : Eselon | Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama R
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akar melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan daiam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Eselon |




P=RJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
DEPUTI/SESMEN PPN/INSPEKTUR UTAMA/STAF AHLI MENTER:

No. Sasaran Indikator Kinerja Target e
Strategis/Program N
(1) 2) (3) (4)
Kegiatan: Anggaran
. ) . RP: summmmmsmvssonss
1. Kegiatan Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat R
D e SRR
2. dst
............................ 20XX
Pihak Kadua Pihak Pertama
Menteri PPN/Kepaia Bappenas, Pimpinan UKE |




Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 diisi nomor urut
Kolom 2 | : | diisi dengan sasaran strategis/progamEselon | Kementerian
1 PPN/ Bappenas atau kondisi yang seharusnyva terwujud pada
tahun yang bersangkutan
Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Eselon I Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan
| sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai itau seharusnya
dicapai oleh Eselon [ Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan tuliskan Program Eselon I Kementerian PPN, Bappenas sesuai
Renstra
Anggaran : | tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
program Eselon I Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan
anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal | :: tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama . | tuliskan nama Eselon I Bappenas yang menandatangani




Format 3

Kementerian PPN/
Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama R
Jabatan : Eselon Il Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama o R R S S T N8 .t et i e
Jabatan : Eselon | Kementerian PPN/Bapoenas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama
Atasan Pimpinan UKE, Pimpinan UKE I,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
ESELON il KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Sasaran Strategis/Program:

No. Sasaran Kegiatan Indikator Target
Kinerja
(1) (2) (3) 4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
1
2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
1
2
Kegiatar Anggaran
5 R Rp. oo i
oo R A SR AR Rp. .o
............. ¢ s SR

Pihak Kedua
Atasan Pimpinan UKE,

Pihak Pertama
Pimpinan UKE II.




Penjelasan pengisian terhadap ‘ormat di atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1

diisi nomor urut

Kolom 2

diisi dengar: Indikator Kinerja sasaran strategis
Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani atau
kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutan

Kolom 3

diisi denganr indikator kinerja utama dan indikator lain
dari Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani
yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang
ingin diwujudkan

Kolom 4

diisi dengar target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Direktorat/Biro/Inspektorat yang
menandatangani

Kegiatan

tuliskan Kegiatan Direktorat/Biro/Inspektorat yang
menandatangani sesuai dengan Renstra

Anggaran

tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk
melaksanakan Kegiatan Direktorat/Biro/Inspektorat yang
menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan

Tanggal

tuliskan tar:zgal PK ditetapkan

Nama

tuliskan nama Direktorat/Biro/Inspektorat yang
menandatangani




Format 5

Kementerian PPN/
Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
iransparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
sawah ini:

Nama B A S S R R
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dekonsentrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama TR
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sesmen PPN/Sestama Bappenas, KPA Satker Dekonsentrasi,




'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PROVINSI ....

No. | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3) 4
1 | Terlaksananya 1. % Keselasarasan kegiatan 100

koordinasi Dekonsentrasi Daerah

dengan sasaran dan ruang

perncanaan it s e

ingkup kegiatan
embangunran : ;
P . Igl" Dekonsentrasi 2019 sesuai
nasional linias rencana

bidang di daerah

2. Keselarasan muatan RKPD Baik
Provinsi dengan RKP yang
diukur dalam Penghargaan
Daerah

3. Ketepatan waktu pelaporan BAIk
keuangan, barang milik
negara dan manajerial

Kegiatan Anggaran

1. Perencanaan Pembangunan Nasional lintas BB, s sisvasssmsinnmiass
bidang

.............  sasisassins SR
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sesmen PPN/Sestama Bappenas, KPA Satker Dekonsentrasi




Penjelasan pengisian terhadap format ¢: atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi dengan sasaran kegiatan Satker Dekonsentrasi yang
menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud
pada tahun yang bersangkutan

Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja dari Satker Dekonsentrasi yang
menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau
kondisi yang ingin diwujuadkan

Kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Satker Dekonsentrasi yang
menandatangani

Kegiatan tuliskan kegiatan Satker Dekonsentrasi yang menandatangani
sesuai dengan Renstra

Anggaran tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
kegiatan Sakter Dekosentrasi yang menandatangani sesuai
dengan anggaran yang telah ditetapkan

Tanggal tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama tuliskan nama KPA Satker Dekonsentrasi yang

menandatangani




Format €

Kementerian PPN/
Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintanan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama -
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran KNKS/ICCTF/MCC

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama P ST 8GRSO SRS S
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Menteri PPN/Kepala Bappenas, KPA/UKE |




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
PIMPINAN UKE I/KPA KNKS/ICCTF/ MCC

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
Strategis/Program

(1) (2) (3) (4)

Kegiatan: Anggaran

1. Kegiatan Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat Rp. oo

4 o IR————
............. A—- | i 1
Pihak Kedua Pihak Pertama
Menteri PPN/Kepala Bapoenas, Pimpinan UKE I/KPA
KNKS/ICCTF/MCC




Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 | diisi dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas
| ] .
. atau kondisi yang seharusnya terwujud pada takun yang
bersangkutan

Kolom 3 |: | diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
l Kementerian PPN /Bappenas yang relevan dengan sasaran
| program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya

dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas

Program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra

Anggaran | : ! tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
| program Kementerian PPN /Bappenas sesuai dengan anggaran
| yang telah ditetapkan

Tanggal tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama tuliskan nama Menteri PPN/Bappenas yang menandatangani




Format 7

P

D 4

I(ementerian PPN/
Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama L AR T S SR S
Jabatan : Direktur Utama (KNKS, ICCTF)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama S R A AR AP AT S
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker (KNKS, ICCTF)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama
KPA SAtker (KNKS, ICCTF). Direktur (KNKS, ICCTF),




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA DEKONSENTRAS!I KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KNKS, iCCTF....

Sasaran Strategis:

No. Sasaran Kegiatan Indikator Target
Kinerja
(1 (2) (3) (4)
1
2
Kegiatan Anggaran
R i s ossncspemasmsmsnim SR SR =4 o B —
L. i v e o e RS BRD. . .ocnnmmommensmrnsi
............. yrereneenenny, 20XX

Pihak Kedua

KPA SAtker (KNKS, ICCTF).

Pihak Pertama
Direktur (KNKS, ICCTF),




Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi dengan sasaran strategis Satker (KNKS, ICCTF ) yang
menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada
tahun yang bersangkutan

Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja uatama dan indikator lain dari
Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani yang relevan dengan
sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani

Program tuliskan Program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani
sesuai dengan Renstra

Anggaran tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani sesuai
dengan anggaran yang telah ditetapkan

Tanggal tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama tuliskan nama KPA Satker (KNXS, ICCTF) yang menandatangani




LAMPIRAN II
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN

KINERJA

KAMUS INDIKATOR KINERJA



Lampiran I1.1

lrategis Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

Kualitas kajian pényusunan RKP lingkup bidangnya bersifat holistik dan terintegrasidalam prioritas
pembangunannasional

e Definisi: -

Kualitas kajian dilihat dari kriteria:

1. menggunakan data terkini (update) sesuai periode data
2. memenuhi kaida® penulisan ilmiah

3. kemanfaatan kaj=n bagi stakeholder

Formula:

Kajian dikatakan be-kualitas "Baik" apabila seluruh kriteria di atas terpenuhi.
Jika terpenuhi < 3 krteria, maka kajian tersebut masuk kategori berkualitas “"cukup baik".

Tujuan IKU:
[IKUini bertujuan untuk mengetahui kualitas kajian yang dihasilkan unit kerja.

iSeluruh unit kerja yang memiliki kajian

tKajian

Jenis PerhitunganData -
Reriode Pelaporan & iTahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember2019)
rarg = Baik

£ Perencanaan pembang.nan nasional yang berkualitas. sinergis, dan kredibel
&% keselarasan muatap RKP denganRPJMN lingkup bidangnya
fDefinisi:
1 % (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan
semua PP dibawah Friontas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Jumiah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependuaukan)
2 yaitu 6 KP
Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapaitarget 100%) dengan kriteria sebagai berikut:
3 A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregal seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90%
(maksimal toleransi deviasi 10%).
B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh
alas lerlaksana dan kelercapaian PP

Formula:

% keselarasan mualan RKP X (£ Jumiah muatan RKP (sasaran KP yang diampu) yang secara substansi sesuairelevan

. - dengan sasaran priorilas Nawacila di RPJMN 2015-2019) X 100%
dengan RPJMN lingkup —dengan sasaran pri
bidangnya ( untuk KP) % sasaran KP yang diampu

1% keselarasan mualan RKP X | £ keselarasan muatan RKP [bidang yang diampu] yang secara substansi sesuairelevan

[dengan RPJMN lingkup % dengan sasaran RPJMN X 100%
bidangnya ( selain Jumiah sasaran yang diampu sesuai bidangnya

PN/pembangunan bidang)

Tujuan IKU:
Jt(u ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waklu

(tahunan dan lima tahunan).

¢ Unit kerja sektoral PJ PP
= Dokumen RPJMN dan RKP

Jenis Perhitungan Da;a

PeriodePelaporan




Lampiran I1.2b

T

erencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

> keselarasan muatan RKP denganRPJMN lingkup bidangnya
= Definisi:

1 x(% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan
semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan)
2 yaitu 6 KP
' Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras(mencapaitarget 1 00%)dengankriteria sebagai berikut:
3 A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90%
! (maksimal toleransi deviasi 10%).
? B. Secaragaris besardan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh
I atas terlaksana dan ketercapaian PP
-
ormula:

% (X keselarasan mualan RKP [Kegialan Prioritas) yang sesua dengan RPJMN lingkup
bidangnya)
Jumiah KP dibawah PP yang diamp.

I® keselarasan mualan RKP
joengan RPJMN lingkup =
fecangnya ( untuk PP)

Tujuan IKU:

1=Uini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waklu
(tahunan dan lima tahunan).

%

Unit kerja sektoral PJ PP

Cokumen RPJMN dan RKP

Rata-rala

Tahunan

120%

X 100%

Lampiran I1.2¢c

Sasaran Strategis

Deskripsi KU

Indikator Kinerja Utama (kL) . ~
= Definisi:

iPerencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
% keselarasan muatan RKP denganRPJMN lingkup bidangnya

1 x (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan
semua KP dibawah Program Prioritas (PP) 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
Jumiah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan)
2 yaitu 6 KP
Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapaitarget 100%) dengan knteria sebagai berikut:
3 A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh PP dibawahnya memiliki nilai minimum 90%
(maksimal toleransi deviasi 10%).
B Secaragaris besardan substansi, seluruh capaian PP (dibawah PN yang diampu) telah mendukung penuh
alas terlaksana dan ketercapaian PN

Formula:

mja"‘mﬂ RKP _ X (£ keselarasan muatan RKP [Program Prioritas] yang dengan RPUMN lingkup bidangnya) X 100%
s ( untuk PN) Jumiah PP dibawah PN yang diampu

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar wakiu
(tahunan dan lima tahunan).

%
Unit kerja sektoral PJ PN
Dokumen RPJMN dan RKP
Rata-rata

Tahunan

100%




Lampiran ll.3a

* Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas sinergis, dan kredibel

}ndikatﬁr Kinerja U-tama [{[}4F]8 % keselarasanmuatan Renja KIL dengan RKP lingkup bidangnya
D ' il i) SDefinisi: -
Muatan adalah output K/L dalam RKP (OPP/Lampiran C) yang diterjiemahkan dalam Renja K/L.

Formula:
% keselarasan
muatan Renja Ki/L Jumiah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang selaras
Untt;k Pega(r;j;}gung dengan RKP lingkup dalam Renja K/L
awa : - -
Neglatan Prioritas bidangnya (untuk KP) Jumiah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) X 100%

") catatan: Sasaran dalam KF sang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1
apabila semua kegiatan dalar- Renja K/L relevan dalam sasaran KP

% keselarasan
muatan Renja K/L Jumiah output dalam RKP yang sesuai Renja K/L dalam bidangnya

dengan RKP lingkup = Jumiah output dalam RKP sesuai bidangnya X 100%
bidangnya
(Pembangunan Bidang)
Tujuan IKU:
IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan ko nsstensiperencanaan pembangunan nasional tahunan
antar fungsi pemerintah (Bappenas dan KIL).

Untuk Penanggung
Jawab (PJ) Bidang

Pena 3 %
Pengumpul Datz Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
berData Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L

2 FerhitumganData Rata-rata
Periode Pelapora Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)

arge 100%

Lampiran 11.3b

ategis Ferencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, snergis, dan kredibel

dikato erja Utama % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya

De DS Definisi:

Muatan adalah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.

Formula:
% keselarasan X | % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup
Untuk Penanggung muatan Renja K/L Didangnya)
Jawab (P} > 4on0an RKP lingku h i
Program Prioritas 9 gKup - _ Jumlah KP g¢awah PP yang diampu X 100%

bidangnya (untuk PP)

") catatan' Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1
apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP

Tujuan IKU:
IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensiperencanaan pembangunan nasional tahunan
antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).

Dand - %
Pengumpul Data Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
her Data Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
e Pe gan pData Rata-rala
Periode Pelapora Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)

arge 100%




Lampiran 11.3c

gésafan-Stréfegis" :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

DeskripsilKU -

Untuk Penanggung
Jawab (PJ)
Prioritas Nasional |

PéngumpulData” 8
SumberData’” "/«

B Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

i% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya

= Definisi:
Muatan adaiah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang diterjiemahkan dalam Renja K/L.

Formula:

% keselarasan
muatan Renja K/L
dengan RKP lingkup
bidangnya 'untuk PN)

% (% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup

bidangnya)
Jumlah PP dibawah PN yang diampu

X 100%

*) catatan Sasaran dalam KP yang diteremahkan dalam Renja KL Jianggap 1
apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran K&

Tujuan IKU

Uini bertuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan

1K
\@lar fungsi pemerintah (Bappenas dan KIL).
&%

Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L

Dokumen RXP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja Ki/L

Untuk Penanggung

¢|Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kiedibel

§% keselarasanmuatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya

¥ Definisi-

Muatan adalah sasaran KP 1.1.1 (Sistem Jaminan Sosial Nasionai) yang diterjemarkan dan
dianggarxan dalam RKA K/L.

Formula:

% keselarasan
muatan RKAK/L

Jawab (PJ)
| Kegiatan Prioritas |

Untuk Penanggung

Jumlah sasaran KP 1.1.1 yang diterjemahkan dan dianggarkan
dalam RKAK/L

Jawab (PJ) Bidang

IKU ini bertujuan untuk mengukur sirikronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional
tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).

~dengan Bidang = X 100%
RKP (untuk KP) Jumlah sasaran KP dalam RKP
% keselarasan Jumiah sasaran bidang yang diterjiemahkan dan dianggarkan i
muatan RKA K/L dalam RKAK/L. X 100%
degggn’iuliuakng Jumlah sasaran bidang dalam RKP B
bidang) o ]
Tujuan IKU:

%

Unit kerja Sektoral PJ KP, Unit Kerja sektoral PJ Bidang

Dokumen RKP dan RKA K/L

Rata-rata

Tahurian (pergukuran dilahukan pada triwulan 4)

100%







Lampiran 11.4b

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya

Definisi:

Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang
diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA KJ/L.

Formula:
% keselarasan % ( % keselarasan muatan RKA X/L dengan Bidang RKP
Dtk P:ga‘:ﬁgmﬂ a"c”uata” ’E'%A KL [Kegiatan Prioritas] ) —
wi engan Bidang = : 2 o
Program Priortes RKP (untuk PP) Jumlah KP di bawah PP yang diampu

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional
tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).

%

Unit kerja Sektoral PJ KP

Dokumen RKP dan RKA K/L

Rata-rata

Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)

100%

Lampiran Il.4c

Untuk Penanggung ‘
Jawab (PJ) ‘*7

Prioritas Nasional |

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, Zan kredibel
% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangaya

Definisi:
Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang
diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.

Formula:

% keselarasan x | % keselarasan muatan RKA K’L dengan Bidang RKP

muatan RKAKL [Program Prioritas) ) o
>denganBidang = Jumiah PP di bawah PN yang diampu .

RKP (untuk PN)

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi pesencanaan pembangunan nasional

tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).

%
Unit kerja Sektoral PJ KP
Dokumen RKP dan RKA K/L

Rata-rata

Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
100%




Lampiran 1.5

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasiatas pelaksanaanrencana pembangunan
lingkup bidangnya

Definisi:
informasi hasil pemantauan/evaluasi adalah laporan hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaar rencana
pembangunan sesua bidangnya dalam 1 tahun, termasuk Lampid, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN
Formula:
% Ketersediaan
informasi hasil

= 0,
pemantauary evaluas Jumlah rencana kegiatan pemantauan/evaluasi X 100%
atas pelaksanaan

rencana
pembangunan
lingkup bidangnya
Tujuan IKU:
IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian laporan pemantauan/laporan evaluasi sesuai
bidangnya.
%
Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai
bidangnya, termasuk orioritas nasional).
L.aporan pemantauan laporan evaluasi
kumulasi
Tahunan (pengukurar: dilakukan pada bulan Desember20189)
100

Jumlah informasi hasil pemantauan/evaluasi

Untuk Penanggung
Jawab (PJ) —
Kegiatan Prioritas

Untuk Penanggung
Jawab (PJ) Bidang >

Perencanaan pembangunan nasienai yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
% rekomendasi pemantauan, evaiuasi, dan pengendalian lingkup bidangnyayang ditindaklanjuti oleh K/L/G

Detinisi:

Rekomendasi merupakan hasil capaian pelaksanaan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap
pelaksanaan RKP 2019, yang harus ditindaklanjuti oleh K/L/D pada tahun 2019.

Rekomendasidianggap ditindaklanjuti jika K/L/D telah melakukan rekomendasitersebut. Keberhasilan/kegagalan dari
pelaksanaan rekomendasitsb tidak menjadi bagian yang diukur dalam indikator ini.

Formula:
Capaian sasaran/targetindikator (PN/PP/KP yang diampu) setelah
Realisasi capaian _ pelaksanaan a0k
sasaran/target (untuk PN/PPIKP)  ~ _
Target/sasaran dalam PN/PP/KP yang diampu
Pachers o Capaian sasaran/target/indikator bidang setelah pelaksanaan X100%

SBSRERgE) i e = Target/sasaran dalam bidang yang diampu

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai sasaran/target.

%
Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidang tugasnya,
termasuk prioritas nasional)

Laporan Pemantauan & Pengendalian, Laporan Evaluasi, Dokumen perencanaan penganggaran K/L, Laporan K/L, dan
okumen lainnya, Laporan Capaian PN/PP/KP dari Kedeputian PEPP, dan analisis capaian dari tiap KP/PP/PNyang
iampu dan pembangunan bidang

Rata-rata

Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2018)

100% (seluruh rekomendasi ditindaklajuti oleh K/L/D)




[Lampiran 1.7

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
7% KILID yang melaksanakan penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana

Definisi:

Penugasan (tertentu/khusus) adalah segala bent_k kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari
arahan Presiden/arahan Menteri PPN.

Rencana adalah rencana penyelesaian penugas 2n yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan
dalam TOR atau dokumen sejenis.

Formula:
% K/L/D yg Jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan
melaksanakan
penugasanlingkup =  Jumlah K/L/D yang senarusnya melaksanakan penugasansesuai X 100%
bidangnya sesuai rencana
dengan rencana

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensirencana K/L/D pelaksana penugasan dengan realisasi
K/L/D pelaksana penugasan.

%

“ Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.

okumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
% penyelesaian penugasan tertentu

Penugasan tertentu (khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan
Presiden/arahan Menteri PPN.
Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan
dalam TOR atau dokumen sejenis.

Formula:
% penyelesaian o Jumlah penugasan tertentu yang diselesaikan &
= = X 100%
penugasan tertentu Jumlah penugasan tertentu yang diberikan
Tujuan IKU:
IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaan penugasan tertentu (khusus) .
Peng 2 o
: o Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.
ok Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi
: Pe ganData kumulasi
Perinde Pelapora Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember2019)

arge 100




Lampiran 11.9

{Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
{% keselarasan muatan rancangan RPJNIN 2020-2024 dengan RPJPN lingkup bidangnya

iDefinis::

1 M-atan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJMN 2020-2024 sesuai lingkup bidangnya
haian RPJPN adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJPN 2005-2025 sesuai lingkup bidangrya
2 Muatan RKP dan racangan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100% ) dengan kritena sebagai berikut:
A Terpetakan Langsung (TL): substansi sasaranfarget rancangan RPJMN sesuai dengan sasaran pokok di
B  Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapal sasaran/indikator baru yang muncul namur masih secara substansifrelevan
sesuai dengan sasaran pokok di RPJP (dengan calatan terdapat justifikasi dari sasaranfind:kator yang baru. Seperi:
Perubahan dasar regulasi, Inpres. dll)

Formuia:
Jumilah sasaran pokok Rancangan RPJMN 2020-2024 yang secara sub=atans: sesuai dengan
% keseafasan muatan RPJMN - sasaran di RPJP 2005-2025 X 100%
dengan =PJP ingkup bidangnya Jumiah sasaran RPJP 2005-2025 yang sesuai substansi lingkus bidangnya
Tujuan IKU:

IKU in serfujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar wakiu (lima tahunan).

%

Unit kena sektoral PJ PN, PP, KP
Dokumen Rancangan RPJMN dan RPJP
Rata-rata

Tahunar

100%

S Perencamaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
£ |% keseiarasan muatan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dengan dengan rancangan RPJMN 2620-2024 lingkup bidangnya

& Definisi

1 Mwsan rancangan Renstra K/L adalah sasaranftarget rancangan Renstra K/L 2020-2024 sesuai sngkup bidangnya
Muzatar rancangan RPJMN 2020-2024 adalah sasaran/larget bidang/subbidang Pembangunan sesuas iingkup bidangnya
2 Muaan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100% ) dengan kriteria sebagai berikut
A. Terpetakan Langsung (TL): subsntansi program/sasaran dim rancangan Rensira KL sesuai cengan sasaran di rancangan

RPJMN 2020-2024
B. Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapal sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara subslansifrelevan

sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024 (dengan catatan terdapat justifikas: dari sasaranindikator yang
baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll)

Formula:

% keselarasan mualan RKP Jumiah sasaran substansi program di rancangan Renstra KL 2020-2024 sesuai dengan sasaran

dengan REJMN lingkup = di rancangan R;JMN 2020.2924 _ X 100%
bidangnya (untuk KP) Jumiah sasaran RPJMN 2020-2024 yang sesuai subslansi bidangnya

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waklu (lima tahunan).

%

Unit ker sekloral PJ Kegialan Prioritas (KP) dan PJ Pembangunan Bidang
Dokumer: rancangan RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L 2020-2024
Rata-rata

Tahunan

100%




[
Lampiran il.11

Perencanaan pembangunan nas:onal yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

dikato erja Utama RancanganPerpres RKP 2020 ingkup bidangnya

Deskrips Definisi:

Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RKP 2020 lingkup bidangnya.

Formula:

Tujuan IKU:

[[KU ini bertujuan untuk mengetat.: penyelesaian Rancangan RKP 2020,

B dokumen

{Unit kerja sektoral

{Dokumen Rancangan Perpres RKP 2020

PériodePelapora_n ¥ Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)

Targ_e,t'-‘,:-% X o
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LAMPIRAN 3: FORMAT DAN ISI LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan darn sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana
instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama
tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang
telah dilekukan untuk mengatasi kendala tersebut dan
langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum organisas:
serta uraian singkat menandai apa yang dibebankan
organisas: (gambaran umum tupoksi) dengan penekanan
pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang
instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan
kepada instansi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi,
misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan
sasaran  strategis) dalam rencana jk menengah
(RPJMD/Renstra), rencana jangka tahunan (RKT) dan
penetapan kinerja (PK).

1.1 Latar Belakang
a. Landasan penyusunan Laporan Kinerja

b. Tujuan unit kerja dikaitkan dengan sasaran UKE I
diatasnya (LKj UKE II) atau Kementerian (LKj UKE I

1.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Struktur Organisasi Tata Kelola yang
berlaku




BAB II

1.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi berdasarkan SOTK
1.4 Sumber Daya Manusia

Profil SDM Unit kerja berdasarkan jumlah, pendidikan,
jabatan, gender, analisa ketersediaan SDM dikaitkan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

1.5 Potensi dan Permasalahan Strategis

Isu dan permasalahan strategis yang menjadi landasan
dalam pelaksanaan program/kegiatan, dan pembenahan
yang dilakukan oleh unit kerja

PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai
Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan PK tahun
bersangkutan. Pada awal bagian ini disajikan gambaran
secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun
yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan
capaian visi dan misi instansi. Sistematikanya meliputi:

2.1. Rencana Strategis

Mengacu pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas, dan
Renstra UKE I serta dikaitkan dengan Indikator unit

kerja.

*catatan: jika terdapat perubahan dan penyesuaian
meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman
sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator
kinerja sesuai dengan perjanjian Kkinerja yang sudah
ditandatangani, agar dicantumkan dalam subbab ini.
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2.2. Perjanjian Kinerja

Mencantumkan PK tahun ini dan cascading dari IKU
Menteri dan diturunkan hingga level Eselon II (dalam LKj
Eselon ), dan cascading dari IKU Eselon I dan diturunkan
hingga level Eselon III (dalam LKj Eselon II)

*catatan: jika terdapat perubahan Indikater kinerja dari
tahun sebelumnya, agar dicantumkan justifikasi/alasan
dari perubahan tersebut.

2.3. Alokasi Anggaran

Jumlah alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran
program/ sasaran unit kerja

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran
kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk
di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan
dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahannya
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan
dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi
pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk
analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.
Sistematikanya meliputi:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang




terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);

S. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yvang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Analisis program /kegiatan yang menunjang
keberhasilan  ataupun  kegagalan  pencapaian
pernyataan kinerja).

3.1.1. Capaian Keselarasan Perencanaan RKP 2020

= Kinerja Kemenenterian PPN/Bappenas dalam
rangka menjaga keselarasan (integrasi,
sinkronisasi, sinergi) perencanaan RKP 2020.

* Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit
Kerja yang memiliki PN/PP/KP (Lampiran 4-
alur perhitungan):

(i Para PJ Kegiatan Prioritas (KP) mengukur
dan menganalisa tingkat keselarasan
integrasi dan sinkronisasi dengan lebih dulu
memetakan Renja dan RKA K/L pada setiap
KP. Hasil pengukuran dan analisa
disampaikan kepada PJ PP di atasnya.

(ii) Para PJ Program Prioritas (PP) melakukan
perhitungan tingkat keselarasan PP dengan
menghitung rata-rata dari keselarasan KP
dari para PJ KP, untuk selanjutnya dianalisa
dan disusun sebagai bahan laporan. Hasil
pengukuran dan analisa disampaikan
kepada PJ PN.

(iii) Para PJ PN melakukan penghitungan tingkat
keselarasan PN dengan menghitung rata-




rata dari tingkat keselarasan tiap PP dan
melakukan analisa.

= Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja
yang tidak memiliki PN/PP/KP

(i) Melakukan perhitungan sesuai dengan
bidang yang dimiliki

3.1.2. Capaian Pengendalian RKP 2019

= Mengukur hasil pengendalian pelaksanaan RKP
2019

(i Para PJ PN RKP 2019 agar mengukur dan
menganalisa capaian target dan realisasi
sasarannya dan melakukan analisa atas
capaian tersebut

=  Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja
yang tidak memiliki PN/PP/KP

(i) Melakukan perhitungan sesuai dengan
bidang yang dimil:ki

3.2. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

» Realisasi membandingkan antara realisasi anggaran
tahun ini dengan tahun l!alu dan beberapa tahun
terakhir

» Penjelasan ketika pagu anggaran akhir tahun
berubah dari awal yang tercantum di Perjanjian
Kinerja/PK, misal penambahan anggaran atau re-
alokasi anggaran dikarenakan terdapat kegiatan yang
baru di pertengahan tahun

» Pencantuman informasi MAK dan kegiatan
penghematan anggaran (jika ada)

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan/simpulan secara umum tentang
keberhasilan atas capaian kinerja dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan




kinerja organisasi yang bersangkutan, serta strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:
1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu
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Alur Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/ Bappenas

Laporan

'_MENTER| Kementerian
PAN & RB PPN/Bappenas

MENTERI PPN/
L KEP '
BAPPENAS
Reviu Laporan
" Kinerja
) Kementerian
PPN/Bappenas
Memo Menerima dan
Permintaan mendisposisikan _
Laporan Laporan Kinerja
Kinerja
3 A& . e ) e

Menyusun Draft
Laporanan
Kinerja
Kementerian

v

T
]
Menyusun 1]
Laporan Kineja

PEJABAT | Menyusun
‘ESELON Il Laporan Kineja



